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RINGKASAN  
Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 Menara Telekomunikasi di Kabupaten 
Lumajang Pada Tahun 2022; Vico Setyo Wahyu Purnama; 190903101033;119 
Halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 
 
 Praktik Kerja Nyata yang dilaksanakan pada Kantor Badan Pajak dan 
Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang, pada tanggal 7 Maret 2022 – 20 Mei 2022. 
Tujuan Praktik Kerja Nyata (PKN) adalah untuk mengetahui bagaimana Kepatuhan 
Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi pada kantor Badan 
Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang. 
 Laporan Tugas Akhir ini membahas tentang kepatuhan Wajib Pajak Pajak 
Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi. Data yang didapatkan melalui 
wawancara dan observasi mengenai mengenai kepatuhan wajib pajak menara 
telekomunikasi.  
 Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Menra Telekomunikasi dilakukan 
dengan cara pendekatan biaya.Pendekatan biaya merupakan salahs atu pendekatan 
yang dilakukan dengan cara menghitung komponen komponen yang ada dalam 
objek pajak menara telekomunikasi. Rumus pendekatan biaya memiliki perbedaan 
di bagian perhitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bangunan. Perhitungan ini 
sudah sesuai dengan Surat Edaran dari Direktur Jendral Pajak Nomor SE-
17/P3.6/2003. Tarif  Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi 
menggunakan rumus yang sama dengan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan 
Perkotaan yaitu NJKP = % x NJKP x NJOP Setelah mengetahui Nilai Jual Objek 
Pajak (NJOP) dan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), maka dapat langsung menhitung 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan rumus sebagai berikut : PBB : 0,5% x 
NJKP. 
 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi pada tahun 
2022 mengalami ketidak patuhan dalam pembayaran. Banyak perusahaan yang 
masih memiliki tunggakan dan ada perusahaan yang masih belum memiliki SPPT. 
Pengecekan status pembayaran bisa dilakukan secara online di website Badan Pajak 
dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang dengan menggunakan Nomor Objek 
Pajak (NOP) dari setiap menara telekomunikasi di setiap perusahan masing – 
masing. 
(Dilakukan dengan Surat Tugas : 1314/UN.25.1.2/SP/2022, Program Studi 
Diploma III Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik, Universitas Jember) 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi telekomunikasi saat ini tidak hanya berkaitan 

dengan informasi suara, melainkan juga data dan video. Untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut, maka dibutuhkan media transmisi yang mampu mengirimkan 

data dengan kualitas baik. Perkembangan sistem telekomunikasi yang begitu cepat 

menjadikan masyarakat dapat menikmati mobilitas jaringan komunikasi seluler. 

Telekomunikasi yang lancar sangat dibutuhkan masyarakat untuk mendukung 

kegiatan perekonomian, meningkatkan lapangan kerja dan lainya. Dengan semakin 

bertambahnya jumlah penduduk maka semakin banyak pengguna telepon seluler 

sehingga pelayanan di bidang telekomunikasi harus di tingkatkan. Peningkatan 

pelayanan komunikasi salah satunya dengan menambah jumlah menara 

telekomunikasi yang bsia disebut BTS (Base Transceiver Station). Tower BTS 

(Base Transceiver Station) adalah menara pemancar signal yang merupakan 

perangkat penting dalam teknologi komunikasi. 

Tidak sedikit perusahaan provider besar yang membuat menara signal di 

seluruh Indonesia untuk menyebarkan signal atau jaringan provider tersebut. 

Menurut data yang bersumber dari internet jumlah perusahaan telekomunikasi di 

Indonesia terdapat 10 perusahaan yaitu :  
Tabel 1.1 Daftar Perusahaan Telekomunikasi di Indonesia 

1 PT Telkom Indonesia Tbk 6 PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 

2 PT XL Axiata Tbk 7 PT Mitratel Tbk 

3 PT Indosat Tbk 8 PT Sarana Menara Nusantara Tbk 

4 PT Smartfren Telekom Tbk 9 PT Ghino Telekomunikasi Tbk 

5 PT Jasnita Telekomindo Tbk 10 PT Protech Mitra Perkasa Tbk 

Sumber : www.cermati.com 

Dari daftar diatas terdapat operator terbesar yang masih aktif yaitu :  Telkom atau 

Telkomsel, Indosat, XL Axiata, dan Smartfren. Dari perusahaan - perusahaan 

tersebut sudah memiliki tower yang hampir tersebar luas di seluruh Indoneisa. 

  

http://www.cermati.com/
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Gambar 1.1 Jumlah BTS Menurut Operator Seluler (Juni 2021) 

 
Sumber : www.databoks.katadata.co.id 

PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) memiliki BTS terbanyak dengan 

jumlah 237,3 ribu BTS di seluruh Indonesia pada juni 2021. Jumlah BTS Telkomsel 

terssebut merupakan yang terbanyak dibandingkan jumlah BTS operator lainya, 

termasuk jika Indosat Ooredoo. Sebanyak 187,05 ribu BTS Telkonsel merupakan 

BTS 3G & 4G. PT XL Axiata Tbk berada di urutan kedua dengan jumlah 156,71 

ribu BTS pada Juni 2021. Rincianya 38,51 ribu BTS jaringan 2G, 52,53 ribu BTS 

jaringan 3G, dan 65,66 ribu BTS jaringan 4G. PT Indosat Tbk (Indosat Ooredoo) 

di urutan ketiga sebagai operator seluler yang memiliki BTS terbanyak dengan 

jumlah 132,43 BTS sampai akhir semester 1 2021. Dengan rincian, sebanyak 28,6 

ribu BTS jaringan 2G, sebanyak 35,07 ribu BTS jaringan 3G, dan 68,76 ribu BTS 

jaringan 4G. PT Smartfren Telkom Tbk (Smartfren) memiliki 38,81 BTS jaringan 

4G dan 4,5G. Lebih dari 500 ribu BTS telah dibangun di seluruh Indonesia oleh 

para operator seluler, tetapi belum semua wilayah terlayani dengan jaringan 

komunikasi. 

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu daerah di wilayah Jawa 

Timur. Kabupatrn Lumajang terdiri dari 21 Kecamatan dengan dengan batas-batas 

wilayah yaitu sebelah utara Kabupaten Probolinggo, sebelah timur Kabupaten 

Jember, sebelah selatan Samudera Indonesia, dan sebelah barat Kabupaten Malang. 
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Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentag Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdeasan dan 

Perkotaan adalah orang pribadi dan/ atau Badan yang secaranyata mempunyai suatu 

hak atas bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan atau memiliki, 

menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas atas Bangunan. Objek Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/ atau bangunan yang 

dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali 

kawasan yagn digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 

pertambangan. Bangunan yang termasuk dalam objek pajak sebagai berikut : 

a. Jalan lingkungan yang terletak dalam kompleks bangunan seperti 

hotel, pabrik dan emplementasinya yang merupakan suatu kesatuan 

dengan kompleks bangunan tersebut; 

b. Jalan tol; 

c. Kolam renang; 

d. Pagar mewah; 

e. Tempat olahraga; 

f. Gelanggang Kapal; 

g. Menara. 

Wilayah Kabupaten ini adalah 1.790,90 km2, dimana dibagi menjadi 21 

kecamatan, 1998 desa, dan 7 kelurahan. Dengan luwasnya Kabupaten Lumajang 

peran keperluan terhadap informasi dan telekomunikasi sangatlah tinggi untuk 

kebutuhan masyarakat. Peran pemerintah dalam perkembangan masyarakat yang 

begitu cepat sangat diperlukan seiring dengan perkembangan masyarakat yang 

begitu cepat akan kebutuhan telekomunikasi. Sehingga para penyedia layanan 

telekomunikasi berlomba memberikan pelayanan terbaik dan maksimal demi 

kenyamanan dan kelancara penggunanya.  

Menara telekomunikasi yang ada di Kabupaten Lumajang hingga sekarang 

berjumlah 216 menara telekomunikasi. Dengan tersebarnya menara tower di 

wilayah Kabupaten Lumajang maka pemerintah daerah melakukan upaya 

pengenaan Pajak Bumi dan Banguan (PBB-P2) khusus yang bertujuan untuk 
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meningkatkan Pendaparan Asli Daerah (PAD). Menara Telekomunikasi di 

Kabupaten Lumajang di kelola oleh beberapa Provider diantaranya : 

Tabel 1.2 Data Menara Telekomunikasi Kabupaten Lumajang Pada Tahun 2022 
No Nama Alamat SPPT 

1. PT. MITRATEL 
Gedung STO Telkom Injoko Jl. Gayungan PTT No. 

17-19 Surabaya 
61 

2. PT. TBG Jl Opak No. 32, Darmo, Kec Wonokromo, Surabaya 50 

3. PT. STP 
Ruko Darmo Square B10 Jl. Raya Darmo No. 54-56 

Surabaya 
13 

4. PT. Telkomsel 

Telkom Landmark Tower Surabaya, Jl. Dr. Ir. H. 

Soekarno No. 175 Klampis Ngasem Kec. Sukolilo 

Surabaya 

 

8 

5. PT. CITRA GAIA 
Jl. Manyar Jaya 5-A / 1-C Menur Pumpungan Sukolilo 

Surabaya 
5 

6. PT. INDOSAT Jl. Kayoon No. 72 – 74 Surabaya 1 

7. PT. PROTELINDO Menara BCA lantai 55, Jl. M.H. Thamrin No 1, Jakarta 54 

8. 
PT. CMI / EPIC 

ASSECTO 

TCC Batavia Tower One 16th & 19th Floor Jl. KH. Mas 

Mansyur Kav. 126 Jakarta Pusat 
12 

9. PT. IBS Jl. Riau No 23, Menteng Jakarta Pusat 4 

10. PT. XL AXIATA 
XL AXIATA Tower Jl. H. R. Rasuna Said X5 Kav. 11-

12 Kuningan Timur, Seiabudi, Jakarta Selatan 
4 

11. 
PT. 

SMARTFREEN 
Jl Agus Salim No. 45 Menteng Jakarta Pusat 1 

12. 
PT. PERSADA 

SOKKA TAMA 
POPBP B Lt. 7 / Jl. KH. Noer Ali Kayuringan Bekasi 1 

13. 
PT. GLOBAL 

INDONESIA KOM 

Menara Palma Lt. 3 Suite 03-07 Rasuna Said Jakarta 

Selatan 
1 

14. PT. ERA TOWER 
Perkantoran Mitra Mataram, Jl. Mataram Raya Jakarta 

No. 148, Jakarta. 
1 

JUMLAH 216 

Sumber : BPRD Kab Lumajang 
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Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemertintah Kabupaten Lumajang 

melakukan pengenaan pemungutan pajak bumi dan bangunan terhadap perusahaan 

yang tertera pada tabel 1.2 di atas dengan perhitungan khusus.   

Kepatuhan perusahaan – perusahaan yang tertera pada tabel 1.2 memiliki 

peran penting dalam target pendapatan daerah Kabupaten Lumajang. Dengan 

patuhnya wajib pajak untuk membayar pajak menara telekomunikasi akan 

berdampak kepada realisasi pajak bumi dan bangunan pada tahun 2022. Adapun 

jumlah pemungutan pajak bumi dan bangunan untuk tower sebagai berikut : 

 

Tabel 1.3 Jumlah Kepatuhan Perusahaan Membayar Pajak pada Tahun 2022 

No Nama SPPT 
Nilai 

(Rp) 
Keterangan 

1. PT. MITRATEL 61 45.591.176 5 Tower Belum Ada SPPT 

2. PT. TBG 50 34.103.713 2 Tower Belum ada SPPT 

3. PT. STP 13 7.921.144 Tunggakan Rp. 3.673.795 

4. PT. Telkomsel 8 5.515.909  

5. PT. CITRA GAIA 5 2.193.886  

6. PT. INDOSAT 1 272.020 Tunggakan Rp. 3.253.568 

7. 
PT. 

PROTELINDO 
54 28.840.580  

8. 
PT. CMI / EPIC 

ASSECTO 
12 10.364.731  

9. PT. IBS 4 2.788.147  

10. PT. XL AXIATA 4 2.323.620 Tunggakan 2.367.644 

11. 
PT. 

SMARTFREEN 
1 520.224 

Tunggakan Rp. Rp. 522.474 (Salah 

pemilik, yang lama Atas Nama PT 

Citra GAIA) Info Teraksi Pindah 

PT IBS 

12. 
PT. PERSADA 

SOKKA TAMA 
1 566.737  

13. 

PT. GLOBAL 

INDONESIA 

KOM 

1 303.780 
Tunggakan Rp. 303.780 (salah 

alamat srt tagihan kembali) 
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14. PT. ERA TOWER 1 568.182  

JUMLAH 216 Rp141.873.849,00  

Sumber : BPRD Kabupaten Lumajang 

 Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2022 wajib pajak 

masih ada yang belum patuh untuk membayarkan pajak PBB-P2 yang dimana akan 

berpengaruh kepada target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lumajang 

itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengambil judul yang 

digunakan pada Laporan Praktik Kerja Nyata tentang “Kepatuhan Wajib Pajak 

PBB-P2 Menara Telekomunikasi  Di Kabupaten Lumajang Tahun 2022” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dan data yang diperoleh selama praktik 

kerja nyata di kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang maka 

rumusan masalah yang menjadi fokus penulis adalah bagaimana kepatuhan wajib 

pajak PBB-P2 Menara Telekomunikasi pada tahun 2022 di Kabupaten Lumajang. 

 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Laporan Praktik Kerja Nyata  

1.3.1 Tujuan Laporan Praktik Kerja Nyata 

Untuk mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak PBB-P2 menara 

telekomunikasi tahun 2022 pada kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah 

Kabupaten Lumajang. 

1.3.2 Manfaat Laporan  

a. Manfaat Bagi Mahasiswa 

1) Menambah wawasan mahasiswa mengenai kepatuhan wajib pajak 

PBB-P2 menara telekomunikasi di Badan Pajak dan Retribusi Daerah 

Kabupaten Lumajang pada tahun 2022  

2) Memperoleh pengalaman menghadapi dunia kerja yang diperoleh 

sewaktu magang di kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah 

Kabuipaten Lumajang. 

b. Manfaat Bagi Universitas Jember 
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Terjalinya kerjasama dan hubungan yang baik antara kantor Badan Pajak 

dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang dengan Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Jember terutama Program Studi Diploma III 

Perpajakan. 

c. Bagi Instasi 

Sebagai media untuk menjalin hubungan dan kerjasama yang baik antara 

Kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang dengan 

pihak Universitas Jember khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan 

sebagai salah satu instansi pendidikan bagi calon tenaga ahli dibidang 

perpajakan. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kepatuhan 

2.1.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 

tentang wajib pajak dengan kriteria yang selanjutnya disebut sebagai wajib pajak 

patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai beritut : 

a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan 

b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan 

pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran 

pajak. 

c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan 

keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 

tahun berturut – turut. 

d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 

dalam jangka waktu 5 tahun terahir.. 

Menurut Gunadi (2013) diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan 

untuk memenuhi kewajiban perpajakanya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa 

perlu diadakan poemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman 

dan penerapan saksi baik hukum maupun administrasi. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan perpajakan 

adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dan hak perpajakanya 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 

2.1.2 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut Putri, dkk. (2013) kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh 

faktor – faktor sebagai berikut : 
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a. Kesadaran Wajib Pajak  

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib 

pajak dalam memenuhi tangguan pajak yang dimilikinya dan pemahaman pajak 

dapat mendorong wajib pajak membayar pajaknya dengan sukarela.  

b. Kewajiban Moral 

Kewajiban moral adalah usaha lain yang digunakan untuk meningkatkan 

kepatuhan pajak yang berhubungan dengan etika atau moral wajib pajak dimana 

wajib pajak akan memiliki perasaaan bersalah dan akan memenuhi kewajiban 

untuk membayar pajak. 

c. Kualitas Pelayanan 

Pelayanan yang baik dalam menigkatkan kepatuhan wajib pajak dimana ada 

keputusan dan rasa senang oleh pelayanan yang diberikan oelh fiskus sehingga 

wajib pajak akan membayar pajak dengan sukarela. 

d. Sanksi Perpajakan  

Untuk mencegah ketidakpuasan wajib pajak dalam membayar pajak adalah 

adanya sanksi yang tegas, dimana sanksi yang tegas akan menjadi pemicu wajib 

pajak patuh dalam membayar pajak. 

Menurut Pamungkas (2018) faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan 

pajak sebagai berikut :  

a. Administrasi Perpajakan  

Administrasi perpajakan adalah kegiatan penatausahaan dan pelayanan yang 

dilakukan oleh setiap orang yang ada dalam organisasi dalam melaksanakan 

hak dan kewajiban di bidang perpajakan. 

b. Pelayanan Fiskus 

Pelayanan fiskus adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh petugas pajak 

yang ditunjukan untuk melayani wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya mulai dari pembuatan NPWP sampai pembayaran pajak. 

c. Saksi Perpajakan 

Saksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang – 

undangan perpajakan ditaati oleh wajib pajak dan digunakan untuk mencegah 

wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. 
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Berdasarkan pendapat diatas dapat penulis simpulkan menjadi tiga 

pengaruh utama yaitu kesadaran pajak, administrasi perpajakan, dan sanksi 

perpajakan. Kesadaran pajak yang tinggi, didukung administrasi pajak yang 

sederhana dan mudah, serta sanksi pajak yang tegas dapat juga mendorong 

kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajaknya. 

 

2.2 Pajak 

2.2.1 Pengertian Pajak 

Defini pajak menurut undang – undang dan para ahili ada bermacam – 

macam. Namun disisi lain definisi – definisi tersebut memiliki unusr dan arti yang 

sama. Berikut definisi pajak menurut undang – undang dan para ahli : 

Pajak menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan 

keempat atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Kententun Umum 

dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berberbunyi “Pajak adalah kontribusi 

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang yang bersifat 

memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya 

kemakmuran rakyat”.  

Pengertian pajak menurut Mardiasmo (2018), “Pajak adalah iuran rakyat 

kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan 

tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan 

yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. 

Pengertian pajak menurut Resmi ( 2016) definisi pajak ayng dikemukakan 

oleh Djajadiningrat, ‘ Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari 

kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan 

yang memeberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan suatu hukuman, menurut 

peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa 

timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejaterahan secara 

umum’.  

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran yang 

bersifat wajib kepada negara berdasarkan Undang – Undang yang berlaku namun 
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tidak langsung merasakan hasil iuran tersebut secara langsung dan iuran ini bersifat 

memaksa, iuran ini digunakan untuk membiayai pengeluaran pengeluaran negara 

guna mensejaterakan rakyatnya.  

 

2.2.2 Fungsi Pajak 

Pajak memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan bernegara ini. 

Apalagi dalam bidang pembangunan, pajak merupakan slaah satu sumber 

pendapatan agar terjalanya pembangunan di Negara Indonesia. 

Fungsi Pajak menurut Mardiasmo (2018) yaitu sebagai berikut : 

a. Fungi Budgetair (Anggaran) 

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran – pengeluarannya. 

b. Fungsi Regulerend (Mengatur) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 

pemerintah dalam bindang sosial dan ekonomi. 

c. Fungsi Stabilitas 

Kas masuk sebagai sumber dana untuk menjaga kestabilan harga agar tidak 

terjadi inflasi. Perintah mengatur jalanya peredaran uang di masyarakat, 

mengatur pemungutan pajak agar memenuhi target. 

d. Fungsi Redistribusi 

Pendapatan hasil pemungutan pajak akan digunakan untuk pembiayaan umum 

seperti pembangunan yang nantinya dapat membuka lapangan pekerjaan untuk 

masyarakat sehingga dapat meningkatakn penghasilan masyarakat. 

 

2.2.3 Jenis – jenis Pajak 

Jenis – jenis pajak yang dikemukakan oleh Siti Remi (2016) terdapat jenis 

pajak yang dapat dikelompokan menjadi tiga macam yaitu :  

a. Menurut Golongan 

1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dibayar atau menjadi kewajiban 

wajib pajak yang bersangkutan. Pajak yang tidak dapat dibebankan atau 



11 
 

 
 

dilimpahkan kepada kepada pihak lain. Contohnya adalah PPh yang harus 

dibayarkan oleh penerima gaji tersebut. 

2) Pajak Tidak Langsung, pajak yang dibebankan kepada orang lain atau pihak 

ketiga. Contohnya adalah PPN yang dibayarkan oleh produsen atau pihak 

yang menjual barang namun pada akhirnya pajak tersebut dibebankan pada 

konsumen akhir. 

b. Menurut Sifat 

Pajak dikelompokan menjadi dau macam yaitu : 

1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannyamemerhatikan keadaan 

pribadi wajib pajak. Contohnya adalah PPh. 

2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya 

baik berupa bedna, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang 

mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Contohnya adalah 

PPN, PPnBM, serta PBB.   

c. Menurut Lembaga Pemungut 

Pajak dikelompokan menjadi dua macam yaitu :  

1) Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat 

dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara pada umumnya. 

Contohnya adalah PPN, PPh, dan PPnBM. 

2) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah 

tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah daerah tingat II (pajak 

kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara pada 

umumnya. Contohnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, dan masih 

bayak lagi”.  

 

2.2.4 Unsur – Unsur Pajak 

Mardiasmo (2018) menyebutkan bahwa pajak memiliki bebrapa unsur – 

unsur sebagai berikut :  

a. Iuran dari rakyat kepana Negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah 

Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). 
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b. Berdasarkan undang – undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan 

ketentuan undang – undang serta aturan pelaksanaannya. 

c. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung 

dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran – 

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

 

2.2.5 Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak pajak terdapat dalam bukun Mardiasmo (2011), 

yaitu: 

a. Official Assessment System 

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi 

wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang 

terutang oleh Wajib Pajak.  

Ciri – cirinya :  

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. 

2) Wajib Pajak bersifat pasif. 

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 

b. Self Assessment System  

Selft Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang 

terutang. 

Ciri – cirinya :  

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib 

Pajak sendiri 

2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporakan 

sendiri pajak yang terutang. 

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 
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e. With Holding System 

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan buka Wajib Pajak yang 

bersangkutan). 

Ciri – cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada 

pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 

 

2.2.6 Subjek Pajak, Objek Pajak, dan Wajib Pajak 

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang bisa dikenai pajak. 

Objek paak adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi 

maupun badan yang dapat menimbulkan terjadinya utang pajak. Sedangkan yang 

dimaksud dengan wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan  yang melakukan 

kegiatan meliputi pembayaran atau memotong, dan atau memungut pajak 

dikarenakan memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan Ketentuan Peraturan 

Perundang – Undangan Perpajakan.  

 

2.2.7 Tarif Pajak 

Menurut Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008, menjelaskan secara 

terperinci tentang tarif yang digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak. 

Subjek pajak/wajib pajak yang dimasukan dalam Undang – Undang ini meliputi 

wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan wajib pajak badan dalam negeri/bentuk 

usaha tetap. 

Menurut Mardiasmo (2018) ada 4 (empat) macam tarif pajak :  

a. Tarif Sebanding/Proporsioanl 

Tarif berupa presentase yang tetap terhadap berapapun jumlah dikenai pajak, 

sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai 

yang dikenai pajak. 

Contoh : Untuk pembayaran barang kena pajak di dalam daerah pabean akan 

dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. 
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b. Tarif Tetap 

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai 

pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 

Contohnya :Besarnya tarif bea materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai 

nominal yanbg sudah ditentukan oleh pemerintah. 

c. Tarif Progresif  

Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak 

semakin besar. Contohnya : Pasal 17 Undang – Undang Pajak Penghasilan 

untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri 

Tabel 2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp. 50.000.000 5% 

Diatas Rp. 50.000.000 s.d Rp 250.000.000 15% 

Diatas Rp. 250.000.000 s.d Rp. 

500.000.000 

25% 

Diatas Rp 500.000.000 30% 

Sumber : Pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008 

Menurut kenaikan presentase tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi : 

a. Tarif progresif progresif : kenaikan presentase semakin besar 

b. Tarif progresif tetap : kenaikan presentase tetap 

c. Tarif progresif degresif : kenaikan presentase semakin kecil 

d. Tarif Degresif 

Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak 

semakin besar. 

 

2.3 Wajib Pajak 

Menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi : “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau 

badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak yang 

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang – undangan perpajakan”. Dari pengertianm diatas tidak menyebutkan 



15 
 

 
 

bahwa Wajib Pajak adalah orang yang tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib 

Pajak) saja dan wajib untuk membayar pajak, karena pengertian yang terkandung 

di dalam pasal diatas adalah orang yang belum memiliki NPWP pun dikategorikan 

sebagai Wajib Pajak apabila benar – benar sudah mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan. 

 

2.3.1 Kewajiban Wajib Pajak 

Ada beberapa kewajiban wajib pajak yang harus dilaksanakannya antara 

lain : 

a. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, apabila orang pribadi sudah 

memiliki penghasilan diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) maka sudah 

wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. 

b. Kewajiban membayar, memungut atau memotong dan melaporkan pajak yang 

terutang. 

c. Kewajiban dalam hal diperiksa contohnya adalah wajib menunjukan atau 

meminjamkan dokumen – dokumen pendukung yang diminta oleh tim 

pemeriksa. Wajib hadir dalam memenuhi panggilan pada saat diperiksa dan lain 

lain. 

d. Kewajiban memberikan data, bagi pihak ketigapun termasuk instansi 

pemerintah, badan lembaga asosiasi dan yagn lain harus memberikan data yang 

diminta oleh Kantor Pelayanan Pajak. 

 

2.3.2 Hak Wajib Pajak 

Setelah mengetahui kewajiban wajib pajak selanjutnya adalah hak – hak 

wajib pajak yang diatur oleh undang – undang yaitu : 

a. Hak atas kelebihan Pajak, setiap pembayaran wajib pajak yang dilaporkan 

ternayta terdapat kelebihan pembayaran maka dapat direstitusikan atau 

dikembalikan kepada Wajib Pajak. 

b. Hak dalam pemeriksaan misalnya hak untuk menanyakan Surat Perintah 

Pemerikaan, hak untuk meminta tanda pengenal petugas pemeriksa, hak untuk 

meminta penjelasan alasan dilakukan pemeriksaan, hak untuk meminta 
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penjelasan perbedaan atau selisih hasil pemeriksaan dan hak untuk hadir dalam 

pembahasan akhir pemeriksaan. 

c. Hak untuk mengajukan keberatan banding dan peninjauan kembali atas hasil 

pemeriksaan 

d. Hak untuk dijaga kerahasiaan data Wajib Pajak, dan lain – lain.  

 

2.4 Pajak Daerah 

2.4.1 Pengertian Pajak Daerah 

Menurut Mardiasmo (2018) pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada 

daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersidat memaksa 

berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. 

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada 

daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar – besarnya untuk kemakmuran 

rakyat. 

 

2.4.2 Jenis Pajak Daerah 

Jenis pajak daerah berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi menjadi dua, yaitu : 

a. Pajak Provinsi terdiri atad; 

1) Pajak Kendara Bermotor 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

4) Pajak Air Permukaan 

5) Pajak Rokok 

b. Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas; 

1) Pajak Hotel 

2) Pajak Restoran 
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3) Pajak Hiburan 

4) Pajak Reklame 

5) Pajak Penerangan Jalan 

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

7) Pajak Parkir 

8) Pajak Air Tanah 

9) Pajak Sarang Burung Walet 

10) Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan 

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan 

 

2.4.3 Dasar Hukum  

a. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah 

b. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak 

Daerah 

c. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. 

 

2.5 Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Lumajang 

2.5.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan 

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009, pajak adalah 

kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatklan 

imbalan saecara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – 

besarnya kemakmuran rakyat, yang penggunanya diperuntukan bagi membiayai 

rumah tangga pemerintah, pemerintah daerah, baik itu belanja rutin maupun 

pembangunannya. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan 

pedalaman beserta laut wilayah Kabupaten/Kota. Bangunan adalah kontruksi teknik 

yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman 

dan/atau laut. 
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Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi 

dan/atau bangunan yang memiliki, dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh 

orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha, 

perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 

 

2.5.2 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 

Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di 

Kabupaten Lumajang yaitu : 

a. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah 

b. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak 

c. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 

d. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 67 Tahun 2017 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah. 

 

2.5.3 Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 

Sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 

menggunakan sistem Official Assessment. Official Assessment merupakan sistem 

pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskuks) untuk 

menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. 

 

2.5.4 Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 

Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 Pasal 77 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah 

bumi dan/atau bangunan yang dimili, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang 

pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 

perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 

 

 

 



19 
 

 
 

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah : 

a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, 

pabrik, dan emplementasinya, yang merupakan suatu kesatuan dengan 

kompleks bangunan tersebut, 

b. Jalan tol 

c. Kolam renang 

d. Pagar mewah 

e. Tempat olahraga 

f. Galangan kapal, dermaga 

g. Taman mewah 

h. Tempat penampungan/kilang minyak, air, dan gas, pipa minyak, dan 

i. Menara 

 

2.5.5 Subjek dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 78 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, subjek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah 

orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi 

dan/atau bangunan memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, 

dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. 

 

2.5.6 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 

Berdasarkan Peraturan Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 pasal 78 

tentang Pajak Daerah : 

a. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah 

NJOP 

b. Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditetapkan setiap 3 tahun 

sekali, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai 

dengan perkembangan wilayahnya. 

c. Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dilakukan oelh 

Bupati. 
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2.5.7 Tarif dan Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 

a. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 

pasal 79 tetang tarif yang dikenakan atas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan 

dan Perkotaan ; 

1) Untuk Nilai Jual Obyek Pajak sampai dengan Rp. 1.000.000.000 (satu 

milyar rupiah) besarnya tarif 0,1% (nol koma satu persen). 

2) Untuk Nilai Objek Pajak lebih dari Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) 

besarnya tarif 0,2 % (nol koma dua persen). 

b. Pasal 80 menerangkan perhitungan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan 

dan Perkotaan 

Berdasarkan pokok Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang 

terutang di hitung dengan cara mengalikan tarif sebagimana dimaksud dalam 

pasal 79 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana yang dimaksud dalam 

pasal 78 atyat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (4). 

c. Rumus Perhitungan PBB-P2 

Perhitungan  PBB-P2 = Tarif x (NJOP Bumi + NJOP Bangunan – NJOPTKP). 

 

2.6 Petujuk Teknis Penilaian Bangunan Khusus 

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE – 17/PJ.6/2003 

sebagai berikut, dalam rangka meningkatkan kualitas penilaian untuk menentukan 

NJOP Banguanan dan sebagai tindak lanjut dari KEP-533/PJ/2000 yang 

sebagaimana diubah terahir dengan KEP-115/PJ/2002 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan, dan Penilaian Objek dan Subjek PBB dalam 

rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SISMIOP, dipandang perlu 

adanya petunjuk teknis penilaian bangunan yang berkarakteristik khusus. Pentunjuk 

teknis ini merupakan acuan bagi penilaian PBB untuk memperoleh Biaya 

Pembuatan Baru (Cost Reproduction New/CRN) banguanan untuk jenis bangunan 

sebagai berikut : 
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a. Tower/Menara Telekomunikasi/Pemancar (lampiran 1) 

b. Dermaga/Pelabuhan : Jetty, Connection Bridge, Breasting/Morring Dolphin 

(lampiran 2) 

c. Industri : Silo Beton dan Cerobong Asap (lampiran 3) 

d. Bandara : Taxiway, Runway, Overrun, Appron, Paved Shoulder (lampiran 

4) 
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BAB 3. PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA NYATA 

3.1 Lokasi dan Waktu Praktik Kerja Nyata 

3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata 

Pelaksanaan praktik kerja nyata ini dilaksanakan di Badan Pajak dan 

Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang yang beralamat Jogoyudan, Kec. Lumajang, 

Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316. 

 

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata 

Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas Nomor : 

072/073/427.75/2022 dimulai tanggal 07 Maret 2022 sampai dengan 20 Mei 2022. 

Adapun praktik kerja nyata ini dilaksanakan sesuai jam kerja di Badan Pajak 

dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang. 

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktik Kerja Nyata 

Hari Kerja Jam Kerja Istirahat 

Senin s.d Kamis 07.30 – 15.30 12.00 – 13.00 

Jumat 07.30 – 15.00 11.30 – 13.00 

Sabtu dan Minggu Libur Libur 

*Hari Jumat diadakan senam pagi dimulai pukul 06.00 – 07.00 W.I.B 

Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang 2012 

 

3.2 Ruang Lingkup Praktik Kerja Nyata 

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan 

Dalam rangka Praktik Kerja Nyata (PKN) yang akan dibuat Laporan Tugas 

Akhir dengan judul Prosedur Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Lumajang 

Wilayah Kerja Yosowilangun. Pada pelaksanaan kegiatan, penulisan ditempatkan 

pada bagian pelayanan. 
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3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktik Kerja Nyata 

Kegiatan yang dilakukan selama Praktik Kerja Nyata (PKN), pada Badan 

Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaeten Lumajang yang dapat dilihat dalam Table 

3.2 sebagai berikut ini : 

 

Table 3.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktik Kerja Nyata 
No. Waktu Pelaksanaan Kegiatan Hasil Kegiatan 

(a) (b) (c) (d) 

1. Senin, 07 Maret 2022 

Penanggung Jawab :  

Pak Mochromi Yusuf 

Sebagai Kasubag umum dan 

Kepegawaian. 

Pak Iwan Setiawan, S.Sos  

a. Diterima di Badan 

Pajak dan Retribusi 

Daerah Kabupaten 

Lumajang 

b. Perkenalan dengan 

karwayan dan kepala 

bagian. 

c. Penempatan kegiatan 

bidang Pendataan dan 

Penilaian 

d. Sosialisasi Pajak 

Daerah di Kecamatan 

Pasirian 

a. Melaksanakan Praktik 

Kerja Nyata di Badan 

Pajak dan Retribusi 

Daerah Kabupaten 

Luamajang  

b. Dapat mengenal 

pegawai kantor. 

c. Mendapatkan tempat 

bidang Pendatan dan 

Penilaian 

d. Mengetahui kegiatan 

sosialisasi yang 

dilaksanakan oleh BPRD 

Kabupaten Lumajang 

2. Selasa, 08 Maret 2022, 

Penangung Jawab :  

Syukron Zidni 

Mempelajari cara pengisian 

berkas mutasi penuh dan 

mutasi pecah. 

Dapat mengetahui cara 

pengisian berkas mutasi penuh 

dan pecah 

3. Rabu, 09 Maret 2022, 

Penanggung Jawab :  

Rizki Endjo Saputra 

Pelayanan PBB keliling ke 

UPT Yosowilangun 

Dapat mengetahui bafaimana 

mekanisme pelayanan kleliling 

di UPT UPT di Kabupaten 

Lumajang 

4. Kamis, 10 Maret 2022 

Penanggung Jawab : 

Rizki Endjo Saputra 

Mengerjakan berkas mutasi 

dari desa Randu Agung 

Dapat mengetahui tata cara 

pengisisan mutasi di microsof 

exel 

5. Jumat, 11 Maret 2022 

Penanggung Jawab : 

Rizki Endjo Saputra 

Ijin Ijin 
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(a) (b) (c) (d) 

6. Senin, 14 Maret 2022 

Penanggung Jawab : 

Rizki Endjo Saputra 

a. Verifikasi lapangan  

untuk NOP yang 

bermasalah di desa 

Klanting 

b. Merekap berkas mutasi 

dari desa Klanting 

Mengetahui alur verivikasi 

lapangan untuk NOP yang 

bermaslaah 

7. Selasa, 15 Maret 2022 

Penanggung Jawab : 

Windha Kristanti 

Mempelajari rekap mutasi 

Gabungan di Ms Exel 

Mengetahui tata cara pengisian 

mutasi gabungan 

8. Rabu, 16 Maret 2022 

Windha Kristanti 

Mempelajari Aplikasi 

SISMIOP untuk memasukan 

data – data mutasi yang 

selesi di rekap 

Dapat mengetahui penggunaan 

aplikasi SISMIOP 

9. Kamis, 17 Maret 2022 

Penanggung Jawab :  

Ardiansyah Febrianto 

Membuat laporan 

penerimaan pajak reklame 

Dapat mengetahui jumlah 

penerimaan pajak reklame 

10. Jumat, 18 Maret 2022 

Penanggung Jawab :  

Rizki Endjo Saputra 

a. Senam Pagi 

b. Registrasi Mutasi dari 

desa Munder 

Dapat mengetahui pengisian 

registrasi mutasi. 

11. Senin, 21 Maret 2022 

Penanggung Jawab : 

Grandy Aryo Windyoko 

Verivikasi Lapangan Tower 

di Kecamatan Klakah 

Dapat mengetahui kepatuhan 

wajib pajak tower di 

kecamatan Klakah 

12. Selasa, 22 Maret 2022 

Penanggung Jawab : 

Grandy Aryo Windyoko 

Verivikasi Lapangan Tower 

di Kecamatan Klakah 

melanjutkan agenda pada 

hari Senin, 21 Maret 2022 

Dapat mengetahui kepatuhan 

wajib pajak tower di 

kecamatan Klakah 

13. Rabu, 23 Maret 2022 

Penanggung Jawab : 

Rizki Endjo Saputra 

Rekap pendataan tower – 

tower yang telah di 

verivikasi pada hari senin 

dan selasa. 

Dapat mengetahui kepatuhan 

wajib pajak tower di 

kecamatan Klakah 

14. Kamis, 24 Maret 2022 

Penanggung Jawab :  

Windha Kristanti 

Pendataan  melalui Aplikasi 

SISMIIOP Mutasi Penuh 

dari UPT Lumajang 

Mengetahui bagaimana 

pendataan melalaui aplikasi 

SISMIOP 
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(a) (b) (c) (d) 

15. Jumat, 25 Maret 2022 

Penanggung Jawab : 

Rizki Endjo Saputra 

a. Senam Pagi 

b. Registrasi Mutasi dari 

desa Yosowilangun 

Lor 

Dapat mengetahui pengisian 

registrasi mutasi. 

16. Senin, 28 Maret 2022 

Penanggung Jawab :  

Syukron Zidni 

Mengerjakan rekap mutasi 

pecah dari desa Randu 

Agung di Aplikasi Ms Exel 

Dapat mengetahui pengisisan 

berkas mutasi 

17. Selasa, 29 Maret 2022 

Penanggung Jawab :  

Windha Kristanti 

Pelayanan PBB keliling ke 

UPT Pasirian 

Dapat mengetahui bafaimana 

mekanisme pelayanan kleliling 

di UPT UPT di Kabupaten 

Lumajang 

18. Rabu, 30 Maret 2022 

Penanggung Jawab :  

Mutmainah Maulida 

Melakukan pengecekan 

status lunas PBB dari desa 

Kunir Lor 

Mengetahui cara pengecekan 

status lunas 

19. Kamsi, 31 Maret 2022 

Penanggung Jawab :  

Syukron Zidni :  

a. Verifikasi lapangan  

untuk NOP yang 

bermasalah di desa 

Tukum 

b. Merekap berkas mutasi 

dari desa Tukum 

Mengetahui alur verivikasi 

lapangan untuk NOP yang 

bermaslaah 

20. Jumat, 01 April 2022 

Penanggung Jawab :  

Rizki Endjo Saputra 

a. Senam Pagi 

b. Pendataan Mutasi 

Penuh desa Tukum 

Mengetahui bagaimana 

pendataan melalaui aplikasi 

SISMIOP 

 

(a) (b) (c) (d) 

21. Senin, 04 April 2022 :  

Penanggung Jawab : 

Grandy Aryo Windyoko 

Verifikasi Lapangan 4 

Tower di Kecamatan 

Pasirian 

Dapat mengetahui kepatuhan 

wajib pajak tower di 

Kecamatan Pasirian 

22. Selasa, 05 April 2022 

Penanggung Jawab :  

Rizki Endjo Saputra 

Rekap Mutasi pecah untuk 

perumahan 

Mengetahui tata cara 

pemecahan mutasi induk ke 

pecah untuk di jadikan 

perumahan 

23. Rabu, 06 April 2022 

Penanggung Jawab : 

Rizki Endjo Saputra 

Pendataan Mutasi Gabungan 

menggunakan Aplikasi 

SISMIOP 

Mengetahui bagaimana 

pendataan melalaui aplikasi 

SISMIOP 
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(a) (b) (c) (d) 

24. Kamis, 07 April 2022 

Penanggung Jawab :  

Syukron Zidni 

Registrasi Mutasi dari desa 

Munder 

 

25. Jumat, 08 April 2022 

Penangung Jawab :  

Mutmainah Maulida 

Pendataaan Mutasi 

Gabungan menggunakan 

Aplikasi SISMIOP 

Mengetahui bagaimana 

pendataan melalaui aplikasi 

SISMIOP 

26. Senin, 11 April 2022 

Penanggung Jawab :  

Mutmainah Maulida 

Mengerjakan Pendataan 

Mutasi Penuh Desa Kunir 

Lor 

Mengetahui bagaimana 

pendataan melalaui aplikasi 

SISMIOP 

27. Selasa, 12 April 2022 

Penanggung Jawab :  

Syukron Zidni 

Mempelajari Pengenaan 

Zona Nilai Tanah pada 

Mutasi Pecah untuk 

perumahan 

Mengetahui bagaimana 

penentuan ZNT untuk 

Perumahan 

28. Rabu, 13 April 2022 

Penanggung Jawab ; 

Syukron Zidni 

Mengerjakan Perubahan 

ZNT pada Perumahan 

Mnegetahui perubahan 

perubahan nilai ZNT 

29. Kamis, 14 April 2022 Ijin Ijin 

30. Jumat, 15 April 2022 Libur Libur 

31. Senin, 18 April 2022 

Penanggung Jawab : 

Rizki Endjo Saputra 

Mengerjakan Rekap Mutasi Mengetahui Banyaknya WP 

yang mengajukan Mutasi 

32. Selasa, 19 April 2022 

Penanggung Jawab :  

Mutmainah Maulida 

Mengerjakan Pendataan 

Mutasi Penuh melalui 

Aplikasi SISMIOP 

Mengetahui bagaimana 

pendataan melalaui aplikasi 

SISMIOP 

33. Rabu, 20 April 2022 

Penanggung Jawab : 

Rizki Enjo Saputra 

Mengerjakan berkas 

Registrasi dari UPT 

Yosowilangun 

Mengetahui cara penulisan 

dalam Registrasi Mutasi 

34. Kamis, 21 April 2022 

Penanggung Jawab : 

Mutmainah Maulida 

 

 

 

 

 

Melakukan Pengecekan 

Status Lunas PBB-P2 

Dapat mengetahui cara 

pengecekan status Lunas 
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(a) (b) (c) (d) 

35. Jumat. 22 April 2022 

Penanggung Jawab : 

Syukron Zidni 

Mengerjakan Pendataan 

Mutasi di Aplikasi SISMIOP 

Mengetahui bagaimana 

pendataan melalaui aplikasi 

SISMIOP 

36. Senin, 25 April 2022 

Penanggung Jawab ; 

Rizki Endjo Saputra 

Mengerjakan rekap mutasi, 

penambahan ZNT dan NOP 

pada Desa Munder 

Mengetahui bagaimana cara 

menambahkan ZNT dan NOP 

pada SPPT  pada desa munder 

37. Selasa, 26 April 2022 

Penanggung Jawab ;  

Mutmainah Maulida 

Mengisi pendataan mutasi di 

aplikasi SISMIOP 

Mengetahui bagaimana 

pendataan melalaui aplikasi 

SISMIOP 

38. Rabu, 27 April 2022 

Penanggung Jawab : 

 

Mengerjakan Perubahan 

ZNT pada desa 

yosowilangun lor 

Mnegetahui perubahan 

perubahan nilai ZNT 

39. Kamis, 28 April 2022 Ijin Ijin 

40. Jumat, 29 Apriil s.d 

Jumat, 06 Mei 2022 

Libur  

46. Senin, 09 Mei 2022 

Penagnggung Jawab : 

Syukron Zidni 

a. Halal Bihalal 

b. Mengerjakan 

Pendataan Mutasi 

Pecah Perumahan 

menuggunakan 

aplikasi SISMIOP 

Mengetahui bagaimana 

pendataan melalaui aplikasi 

SISMIOP 

47. Selasa, 10 Mei 2022 

Penanggung Jawab : 

Grandy Aryo Windyoko 

Verifikasi Lapangan 3 

Tower di Kecamatan 

Kedung Jajang 

Dapat mengetahui kepatuhan 

wajib pajak tower di 

Kecamatan Kedung Jajang 

48. Rabu, 11 Mei 2022 

Penagnggung Jawab :  

Rizki Endjo Saputra 

Melakukan Pengecekan 

Status Lunas Desa 

Rowokangkung 

Dapat mengetahui cara 

pengecekan status Lunas 

49. Kamis, 12 Mei 2022 

Penanggung Jawab :  

Grandy Aryo Windyoko 

Verivikasi Lapangan Tower 

di Kecamatan Lumajang 

Dapat mengetahui kepatuhan 

wajib pajak tower di 

Kecamatan Lumajang 

50. Jumat, 13 Mei 2022 

Penanggung Jawab :  

Mutmainah Maulidia 

Mengerjakan Pendataan 

mutasi menggunakan 

aplikasi SISMIOP 

Mengetahui bagaimana 

pendataan melalaui aplikasi 

SISMIOP 
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(a) (b) (c) (d) 

51. Senin, 16 Mei 2022 

Penanggung Jawab :  

Grandy Aryo Windyoko 

Sharing mengenai pendataan 

tower di Kabupaten 

Lumajang 

Mengetahui Perusahaan 

Provider apa saja yang 

terdaftar di Kabupaten 

Luamajang 

52. Selasa, 17 Mei 2022 

Penanggung Jawab :  

Abdul Jalil  

Sharing Mengenai 

Kepatuhan WP Tower Pada 

Tahun 2022 

Mengetahui Kepatuhan WP 

Tower di Kabupaten Lumajang 

Tahun 2022 

53. Rabu, 18 Mei 2022 

Penanggung Jawab :  

Catur Prayogi 

Sharing Mengenai 

Penagihan PBB-P2  

Mengetahui mengenai 

Penagihan PBB-P2 

54. Kamis, 19 Mei 2022 

Penanggung Jawab :  

Mutmainah Maulida 

Mengerjakan Pendataan 

Mutasi dalam aplikasi 

SISMIOP 

Mengetahui bagaimana 

pendataan melalaui aplikasi 

SISMIOP 

55. Jumat, 20 Mei 2022 

Penanggung Jawab :  

Yeni Yuskurnia 

Berpamitan dengan seluruh 

karyawan bahwa kegiatan 

Praktik Kerja Nyata telah 

selesai 

 

Sumber : Data diolah 2022 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam menyusun Laporan Praktik Kerja Nyata 

adalah data kualitatif. Menurut Sugiyono (2015), data kualitatif adalah data yang 

berbentuk kata, skema, dan gambar. Data kualitatif penelitian ini menjelaskan 

tentang fenomena atau objek yang diteliti di lapangan atau bertempat di Badan 

Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang menggunakan interaksi sosial 

berupa wawancara dengan Pak Catur selaku Kepala Bidang Penagihan Pajak 

Daerah. Menurut Sugiyono (2018), data kuantitatif merupakan metode penelitian 

yang berlandaskan positivistic (data konkrit), data penelitian berupa angka – angka 

yung diukur mengguanakan statistik sebagai alat uji perhitungan, berkaitan dengan 

masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Data kuantitatif ini 

menjelaskan angka atau bilangan yang berupa jumlah wajib pajak bumi dan 

bangunan menara telekomunikasi, data target pajak bumi dan bangunan menara 
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telekomunikasi, dan jumlah piutang pajak bumi dan bangunan menara 

telekomunikasi. 

 

3.3.2 Sumber Data 

Pada penulisan laporan Tugas Akhir ini menggunakan data premier dan data 

sekunder.  

a. Sumber Data Primer 

Menurut Sugiyono (2017) data primer adalah data yang disampaikan dan 

diperoleh langsung dari sumber data kepada pengumpul data. Data primer yang 

diambil dalam Laporan Praktik Kerja Nyata ini didapatkan dari wawancara dan 

observasi. 

b. Sumber Data Sekunder 

Menurut Sugiyono (2017)  data sekunder adalah data yang tidak diberikan 

langsung dari sumber data pada pengumpul data. Data sekunder yang diambil 

dalam Laporan Praktik Kerjanyata ini mengutip buku – buku tentnag 

Perpajakan, artikel, internet, dan lain – lain. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode Pengumpulan data yang digunakan penulis untuk menyusun Laporan 

Praktik Kerja Nyata di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang 

yaitu: 

a. Studi Pustaka 

Menurut Nazir (2013) studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan 

mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literature – literature, 

catatan – catatan, dan laporan – kaporan yang ada hubunhanya dengan masalah 

yang di pecahkan. Dalam penilitian ini penulis memperoleh informasi dari 

buku, Undang – Undang, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, e-book, website 

dan masih banyak lagi referensi jurnal yang berhubungan dengan masalah yang 

dibahas oleh penulis. 
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b. Observasi 

Menurut Sugiyono (2017) adalah proses penelitian dengan melakukan 

pengamatan situasi dan kondisi. Penulis melakukan pengamatan proses 

kepatuhan wajib pajak menara telekomunikasi pada PBB-P2 di Kabupaten 

Lumajang. 

c. Wawancara 

Menurut Sugiyono (2018) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan 

data apabila peneliti ingin melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan 

masalah yagn akan diteliti, apabila peneliti ingin mengetahui hal – hal dari 

responden yagn lebih mendalam. Penulis Melakukan Wawancara secara 

langsung dengan tujuan agar penulis mengetahui bagaimana kepatuhan wajib 

pajak menara telekomunikasi di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten 

Lumajang Tahun 2022. Wawancara dengan Bapak Catur selaku Kepala Bidang 

Penagihan Pajak Daerah. 
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BAB 4.  HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN 

4.1 Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang 

4.1.1 Gambaran Instansi 

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang merupakan 

pelaksanaan pemerintahaan di bidang pendapatan yang mempunyai wewenang 

poenuh untuk merencanakan pembangunan dan pengendalian regional secara luas 

di bidang pendapatan. Badan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabpupaten Lumajang 

adalah perpecahan dari Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD). 

Namum pada tanggal 10 November 2016 Badan Pajak dan Retribusi Daerah berdiri 

dan berkedudukan di Jl. Cokro Sujono No. 06 Lumajang. 

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang memiliki 4 Unit 

Pelaksanaan Terpadu (UPT) di masing – masing wilayah kerja diantaranya : 

a. Wilayah kerja Lumajang 

b. Wilayah kerja Yosowilangun 

c. Wilayah kerja Klakah 

d. Wilayah kerja Pasirian 

 

4.1.2 Visi dan Misi Badan Pajak dan Restribusi Daerah 

Badan Pajak dan Retribudi Daerah memiliki Visi dan Misi Sebagai Berikut  

a. Visi  

Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera dan Bermartabat. 

b. Misi  

Mewujudkan Pemerintah yang Efektif, Bersih, dan Demokratis Melalui 

Penyelenggaraan Pemeriuntah yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan, 

Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam 

Kehidupan Bernegara, Berbangsa, dan Bermasyarakat. 
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4.1.3 Bagan Struktur Organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah 

 

 Struktur Organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten 

Lumajang terdiri dari :  

a. Kepala Badan 

Kepala Badan memiliki tanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris 

Daerah. Kepala Badan memiliki fungsi sebagai berikut : 

1) Pemimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pajak dan Retribusi Daerah. 

2) Membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan perumusan 

kebijakan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah. 

3) Memimpin pelaksanaan pembinaan pengelolaan pemuingutan Pajak dan 

Retribusi Daerah. 

4) Memimpin pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesaui 

dengna tugas dan fungsinya. 

b. Sekertariat, membawahi : 

1) Sub Bagian Penyusunan Program 

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

3) Sub Bagian Keuangan  

  



33 
 

 
 

c. Bidang Pendapatan dan Penilaian, membawahi : 

1) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak PBB-P2  

2) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah Lainya  

3) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi 

d. Bidang Pelayanan dan Penetapan, membawahi : 

1) Sub Bidang Pelayanan 

2) Sub Bidang Penetapan 

3) Sub Bidang Dokumentasi 

e. Bidang Penagihan Pajak Daerah, membahwai : 

1) Sub Bidang Penagihan 

2) Sub Bidang Pembinaan dan Sosialisasi 

3) Sub Bidang Keberatan dan Banding 

f. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional, membawahi : 

1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan 

2) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi 

3) Sub Bidang Pelaporan 

g. UPT Badan 

h. Kelompok Japatan Fungsional 

 

4.2 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotann Menara 

Telekomunikasi 

4.2.1 Sekilas Tentang Menara Telekomunikasi / Tower 

Tower adalah menara yang terbuat dari rangkaian besi atau pipa baik segi 

empat atau segi tiga, atau hanya berupa pipa panjang (tongkat), yang bertujuan 

untuk menempatkan antenna dan radio pemancar maupun penerima gelombang 

telekomunikasi dan informasi. 

Tower BTS (Base Transceiver System) sebagai sarana komunikasi dan 

informatika, berbeda dengan tower SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra 

Tinggi) Listrik PLN dalam hal konstruksi, maupun resiko yang ditanggung 

penduduk di bawahnya. Tower BTS komunikasi dan informatika memiliki derajat 

keamanan tinggi terhadap manusia dan mahluk hidup di bawahnya, karena 
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memiliki radiasi yang sangat kecil sehingga sangat aman bagi masyarakat di bawah 

maupun disekitarnya. 

Tipe Tower jenis ini pada umumnya 3 macam,  

 1) Tower dengan 4 kaki, atau tower pipa besar (diameter pipa 30 cm    

      keatas) (tanpa kawat spanner).  

 2) Tower segitiga yang dikokohkan dengan tali pancang/spanner. 

 3) Pipa besi yang dikuatkan dengan tali spanner 

 

Wilayah Kabupaten ini adalah 1.790,90 km2, dimana dibagi menjadi 21 

kecamatan, 1998 desa, dan 7 kelurahan. Dengan luwasnya Kabupaten Lumajang 

peran keperluan terhadap informasi dan telekomunikasi sangatlah tinggi untuk 

kebutuhan masyarakat. Peran pemerintah dalam perkembangan masyarakat yang 

begitu cepat sangat diperlukan seiring dengan perkembangan masyarakat yang 

begitu cepat akan kebutuhan telekomunikasi. Sehingga para penyedia layanan 

telekomunikasi berlomba memberikan pelayanan terbaik dan maksimal demi 

kenyamanan dan kelancara penggunanya.  

Menara telekomunikasi yang ada di Kabupaten Lumajang hingga sekarang 

berjumlah 216 menara telekomunikasi. Dengan tersebarnya menara tower di 

wilayah Kabupaten Lumajang maka pemerintah daerah melakukan upaya 

pengenaan Pajak Bumi dan Banguan (PBB-P2) khusus yang bertujuan untuk 

meningkatkan Pendaparan Asli Daerah (PAD). 

4.2.2 Pengenaan PBB-P2 Menara Telekomunikasi / Tower 

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu Nilai Jual Objek Pajak 

(NJOP).  NJOP adalah harga rata – rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang 

terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP 

ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai 

perolehan baru, atau NJOP pengganti. 

Tidak hanya NJOP, ada pun Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 

(NJOPTKP) dan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). NJOPTKP adalah batas nilai jual 

objek pajak atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak dengan besaran di 

berbagai wilayah berbeda – beda. Bersaran NJOPTKP untuk setiap daerah yang 
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sudah di tetapkan oleh mentri keuangan Nomor 201/KMK.04/2000, setinggi – 

tingginya Rp. 12.000.000 dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut : 

a. Setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak 1 kali dalam 

1 tahun pajak. 

b. Jika wajib pajak memiliki lebih dari 1 objek pajak maka yang bisa atau 

mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya 1 objek pajak yang nilainya paling 

besar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lainya yang wajib pajak 

miliki. 

Sedangkan NJKP adalah dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan. 

Dalam KMK Nomor 201/KMK.04/2000, ketentuan presentase NJKP sudah 

ditetapkan sebagai berikut : 

a. Objek pajak perkebunan sebesar 40% 

b. Objek pajak pertambangan sebesar 40% 

c. Objek pajak kehutanan sebesar 40% 

d. Objek pajak lainya seperti pedesaan dan perkotaan dilihat dari nilai NJOPnya 

yaitu ; 

a. Jika NJOP lebih dari Rp. 1.000.000.000 dikenakan tarif 40% 

b. Jika NJOP kurang dari Rp. 1.000.000.000 dikenakan tarif 20% 

Kembali kepada acuan dari keputusan Menteri Keuangan, maka untuk mneghitung 

Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) adalah dengan mengalikan presentase dari Nilai Jual 

Kena Pajak (NJKP) tersebut dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Rumusnya 

sebagai berikut : 

 NJKP : % x NJKP x NJOP 

Setelah mengetahui Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Nilai Jual Kena Pajak 

(NJKP), maka dapat langsung menhitung Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan 

rumus senagai berikut : 

 PBB : 0,5% x NJKP 

Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan khusus tidak 

jauh beda dengan pengenaan Pajak Bumi dan Bangungna Pedesaan dan Perkotaan 

pada umumnya. Yang membedakan hanya dibagian bangunan yang sesuai dengan 

lampiran SE-17/PJ.06/2003 tanggal 23 Mei 2003. Yang dimana dijelaskan 



36 
 

 
 

bagaimana perhitungan biaya pembangunan menara telekomunikasi secara 

keseluruhan.  

 Penulis disini juga memberikan contoh pengenaan Pajak Bumi dan 

Bangunan Menara degnan Nomor Objek Pajak (NOP) di salah satu menara yang 

berada di Kabupaten Lumajang dimana menggunakan pendekatan biaya dalam 

perhitungan  yang sesuai dengan SE-17/PJ.06/2003 sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Menara dengan 

NOP 35.08.151.004.008-0319.0 

NJOP BUMI = 144m2 x Rp. 36.000 = RP. 5.184.000 

NJOP 

BANGUNAN 

= 70m2 x Rp. 8.450.000 = RP. 591.500.000 

NJOP dasar 

pengenaan PBB 

  = Rp. 596.684.000 

NJOPTKP   = Rp. 10.000.000 

NJOP Perhitungan 

PBB 

  = Rp. 586.684.000 

NJKP = 20% x Rp. 586.684.000 = Rp. 117.336.800 

PBB = 0.5% x Rp. 117.336.800 = Rp. 586.684 

Sumber : bprd.lumajang.go.id 

 

4.3 Kepatuhan Pajak Buni dan Bangunan Menara Telekomunikasi 

4.3.1 Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Menara 

Telekomunikasi 

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentag Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdeasan dan Perkotaan 

adalah orang pribadi dan/ atau Badan yang secaranyata mempunyai suatu hak atas 

bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan/ 

atau memperoleh manfaat atas atas Bangunan. Objek Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, 

dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yagn 
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digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 

Bangunan yang termasuk dalam objek pajak sebagai berikut : 

a. Jalan lingkungan yang terletak dalam kompleks bangunan seperti hotel, pabrik 

dan emplementasinya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks 

bangunan tersebut; 

b. Jalan tol; 

c. Kolam renang; 

d. Pagar mewah; 

e. Tempat olahraga; 

f. Gelanggang Kapal; 

g. Menara.  

 

Objek pajak Bumi dan Bangunan yang tidak dikenakan pajak adalah : 

a. Digunakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah 

untuk menyelenggarakan pemerintah; 

b. Digunakan semata mata untuk melayani kepentingan umum antara lain 

dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan sosial yang 

tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan seperti masjid, gereja, rumah 

sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi, dll; 

c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan, purbakala, atau sejenis dengan hal 

dimaksud; 

d. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, taman 

penggembangan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani 

suatu hak.  

Dalam Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan 

Perkotaan menggunakan Official Assesment System yang artinya pengenaan pajak 

semua di atetapkan oleh fiskus atau pemungut pajak. 

Penulis disini mengangkat Kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan 

Banguanan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Lumajang oleh perusahaan yang 

tertera pada tabel 1.2 pada tahun 2022 pada tabel 4.2.  
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Tabel 4.2 Jumlah Kepatuhan Perusahaan Membayar Pajak pada Tahun 2022 

No Nama SPPT 
Nilai 

(Rp) 
Keterangan 

1. PT. MITRATEL 61 45.591.176 5 Tower Belum Ada SPPT 

2. PT. TBG 50 34.103.713 2 Tower Belum ada SPPT 

3. PT. STP 13 7.921.144 Tunggakan Rp. 3.673.795 

4. PT. Telkomsel 8 5.515.909  

5. PT. CITRA GAIA 5 2.193.886  

6. PT. INDOSAT 1 272.020 Tunggakan Rp. 3.253.568 

7. 
PT. 

PROTELINDO 
54 28.840.580  

8. 
PT. CMI / EPIC 

ASSECTO 
12 10.364.731  

9. PT. IBS 4 2.788.147  

10. PT. XL AXIATA 4 2.323.620 Tunggakan 2.367.644 

11. 
PT. 

SMARTFREEN 
1 520.224 

Tunggakan Rp. Rp. 522.474 (Salah 

pemilik, yang lama Atas Nama PT 

Citra GAIA) Info Teraksi Pindah 

PT IBS 

12. 
PT. PERSADA 

SOKKA TAMA 
1 566.737  

13. 

PT. GLOBAL 

INDONESIA 

KOM 

1 303.780 
Tunggakan Rp. 303.780 (salah 

alamat srt tagihan kembali) 

14. PT. ERA TOWER 1 568.182  

JUMLAH 216 Rp141.873.849,00  

Sumber : BPRD Kabupaten Luamajng 

Pada tabel 4.1 menunjukan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Menara Telekomunikasi pada tahun 2022 mengalami ketidak patuhan pembayaran. 

PT. Mitratel memiliki piutang sebesar Rp. 45.591.176 dengan jumlah 61 SPPT 

tetapi masih ada 5 tower yang belum memiliki SPPT. Sama halnya dengan PT. TBG 

yang memiliki piutang sebesar Rp. 34.103.713 dengan jumlah 50 SPPT tetapi masih 

ada 2 tower yang masi belum memiliki SPPT. PT. STP memiliki tunggakan sebesar 

Rp. 3.673.795 yang dimana piutang dari PT. STP sebesar Rp. 7.921. 144 dengan 

jumlah 13 SPPT. Sedangkan PT Indosat yang memiliki 1 SPPT dengan jumlah 
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piutang Rp. 272.020. PT XL Axiata memiliki 4 SPPT dengan jumlah piutang Rp. 

2.323.620, tetapi memiliki tunggakan sebesar Rp. 2.367.644. PT SMARTFREEN 

memiliki 1 SPPT yang memiliki piutang sebesar Rp. 520.224 dan memiliki 

tunggakan Rp. 522.474 tetapi salah pemilik, pemilik yang lama atas nama PT Citra 

GAIA. PT. Global Indonesia memiliki 1 SPPT dengan piutang sebesar Rp. 303.780 

dengan tunggakan Rp. 303.780 tetapi memiliki kesalahan alamat surat yang dimana 

tagihan kembali. Melalui data tersebut dapat dikatakan bahwa kurangnya sadarnya 

kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan menara telekomunikasi di Kabupaten 

Lumajang. 

4.3.2 Upaya dan Kendala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten 

Lumajang 

Penulis disini juga meneliti apa saja kendala yang di alami Badan Pajak dan 

Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang. Dengan adanya wajib pajak yang kurang 

patuh untuk melakukan pembayaran, Badan Pajak dan Retribusi Daerah 

mempunyai beberapa kendala yaitu : 

a. Kurangnya koordinasi tentang NOP kepemilikan tower dengan perusahaan 

wajib pajak yang tiba – tiba merubah kepemilikanya. 

b. Masih belum adanya perda mengenai PBB-P2 Khusus Menara. 

c. BPRD Kabupaten Lumajang masih menggunakna pendekatan biaya untuk 

melakukan pengenaan PBB-P2 Menara. 

Berdasarkan hal tersebut perlu adanya solusi atau upaya yang harus dilakukan oleh 

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Luamajang untuk menghadapi 

masalah atau kendala tersebut. Upaya yang dilakukan Badan Pajak dan Retribusi 

Daerah Kabupaten Lumajang untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan Menara Telekomunikasi diantaranya : 

a. BPRD melakukan verifikasi lapangan setiap terjadi kekeliruan NOP pada tower 

yang bermasalah. 

b. Mengirimkan surat peringatan kepada perusahaan yang melakukan tunggakan 

pajak PBB-P2 

c. BPRD Kaupaten Lumajang melakukan sharing mengenai PBB-P2 menara ke 

beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Timur. 
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4.4 Sanksi Wajib Pajak ketika tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan 

Berdasarkan Pasal 97 ayat 950 Undang – Undang Nomer 28 Tahun 2009 

tentang pajak Daerah, sanksi yang dikenakan jika wajib pajak tidak memenuhi 

kewajiban pajak tahun sebelumnya adalah sanksi administrative berupa buang 

dan/atau denda. 

Jumlah pajak yang terutang tersebut dikenakan sanksi administrative berupa 

kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrative berupa 

bunga sebesar 2% perbulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar 

untuk jangka waktu paling lama 24 bulan  dihitung sejak saat terutangnya pajak. 

Penulis disini menceritakan bagaimana pengenaan sanksi wajib pajak yang 

melakukan telat bayar ataupun tidak membayar pajak bumi dan bangunan menara 

telekomunikasi. Pihak Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang 

awalnya melihat tagihan dari beberapa perusahaan yang belum membayar atau telat 

membayar tagihan pajaknya, setelah mengetahui perusahaan mana saja yang belum 

membayar atau telat membayarkan pajaknya, Badan Pajak dan Retribusi Daerah 

Kabupaten Lumajang memberikan teguran berupa surat peringatan kepada 

perusahaan yang bersangkutan tersebut. Setelah surat peringatan tersebut masih di 

hiraukan dan perusahaan tidak membayarkan tagihan pajaknya sampau batas waktu 

yang di tentukan, Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang 

memberlakukan sanksi yang sesuai dengan pasal 97 ayat 950 Undang – Undang 

Nomer 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah, sanksi yang dikenakan jika wajib 

pajak tidak memenuhi kewajiban pajak tahun sebelumnya adalah sanksi 

administrative berupa buang dan/atau denda. 
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BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pada Badan Pajak dan Retribusi 

Daerah Kabupaten Luamajng tentang Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan 

Menara Telekomunikasi Tahun 2022 sebagai berikut : 

a. Masih belum patuhnya pembayaran pajak dari perusahaan pada tahun 2022.  

b. Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang sendiri masih belum 

mempunyai perda mengenai pajak menara telekomunikasi yang dimana masih 

berpacu dengan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak SE-17/PJ.06/2003 tetnang 

petunjuk teknis penilaian objek khusus.  

Ada pula kendala – kendala yang dialami oleh Badan Pajak dan Retribusi 

Daerah Kabupaten Lumajang diantaranya : 

a. Kurangnya koordinasi tentang NOP kepemilikan tower dengan perusahaan 

wajib pajak yang tiba – tiba merubah kepemilikanya. 

b. Masih belum adanya perda mengenai PBB-P2 Khusus Menara. 

c. BPRD Kabupaten Lumajang masih menggunakna pendekatan biaya untuk 

melakukan pengenaan PBB-P2 Menara. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan penulis di atas, adapun saran yang diberikan adalah 

sebagai berikut : 

a. Sebaiknya Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang lebih 

mengoptimalkan tingkat kepatuhan wajib pajak PBB-P2 Menara. 

b. Sering berkordinasi dengan penanggung jawab perusahaan untuk mengetahui 

perkembangan pergantian kepemilikan menara. 

c. Mengadakan sosialisai mengenai PBB-P2 menara ke Kabupaten/Kota lainya. 
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LAMPIRAN - LAMPIRAN 

Lampiran 1. Surat Pengantar Praktik Kerja Nyata pada Badan Pajak dan Retribusi 

Daerah Kabupaten Lumajang  
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Lampiran 2. Surat Pemberitahuan untuk Melakukan 
Penelitian/Survei/KKN/PKL/Kegiatan 
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Lampiran 3. Surat Tugas Praktik Kerja Nyata
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Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi
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Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing
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Lampiran 6. Daftar Hadir Praktik Kerja Nyata
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Lampiran 7. Lembar Nilai Praktik Kerja Nyata
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Lampiran 8. Lembar Konsultasi Bimbingan  



 

53 
 

 

Lampiran 9. PETA PERSEBARAN TOWER LUMAJANG
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Lampiran 10. Trnaskip Wawancara pada Bidang Penagihan 

Nama Narasumber : Pak Catur 

Jabatan  : Kepala Bidang Penagihan 

Hari, Tanggal  : Jum’at, 20 Mei 2022 

Jam   : 10.30 – 11.00 

Tempat Wawancara : Badan Pajak dan Retribusi Daerah 

Topik Wawancara : Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 Menara Telekomunikasi 

  Kabupaten Luamajng. 

 

Pewawancara  : Selamat siang Pak Catur, sebelumnya mohon maaf 

menganggu waktunya. Apakah bapak berkenan apabila saya mengajukan beberapa 

pertanyaan kepada bapak? 

Narasumber  :  Iya mas boleh silahkan. 

Pewawancara  : Saya ingin bertanya bagaimana kepatuhan wajib pajak 

  menara telekomunikasi di Kabupaten Lumajang 

Narasumber  : Jadi gini mas, kepatuhan untuk menara telekomunikasi di 

  Kabupaten Lumajang ini mengalami beberapa kendala, 

  tidak hanya di Kabupaten Lumajang saja lebih tepatnya di 

  beberapa Kabupaten yang ada di Jawa Timur mengalami 

  kendala yang kurang lebih sama.  

Pewawancara  : Kendala apa saja yang dialami oleh pihak BPRD pak? 

Narasumber  : Adanya peralihan dari setiap perusahaan, contohnya di 

     tahun 2020 tower dengan NOP sekian yung dikekola oleh 

  Telkomsel dan pada tahun 2021 tower dengan NOP yang 

  sama ternyata bukan milik Telkomsel lagi melainkan 

  milik Tower Bersama Group, dan pada tahun 2022 tower 

  dengan NOP yang sama beralih lagi menjadi milik 

  Mitratel. Nah disinilah kesulitan kita melacak 

  peralihannya dikarenakan kurangnya koordinasi dari 

  perusahaan kepada kita mengenai peralihan ini. Tidak 

  sedikit tower yang melakukan peralihan tanpa adanya 
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  konfirmasi kepada kita. 

Pewawancara  : Upaya apa yang dilakukan BPRD untuk mengatasi kendala 

  tersebut? 

Narasumber  : Jadi gini, BPRD memiliki beberapa upayang yang 

  dilakukan, yang pertama yaiut kita dari tim penagihan 

  mengasih surat verifikasi lapangan kepada Bidang 

  Pendataan dan Penilaian untuk melakukan verifikasi 

  lapangan di tower yang bermasalah, yang kedua yaitu 

  dengan cara menghubungi perusahaan yagn bersangkutan 

  jika masih tetap tidak ada respon kami emngirimkan surat 

  teguran kepada perusahaan tersebut. 

Pewawancara  : Baik pak, mungkin ini pertanyaan terahir, apakah sudah 

  ada perbub atau perda mengenai PBB-P2 Menara 

  Telekomunikasi ini? 

Narasumber  : Untuk perbub ataupun perda di kami masih belum ada 

  mas, jadi kami mengacu kepada Surat Edaran dari Dirjen 

  Pajak Lampiran 17, tidak hanya itu saja kami juga 

  melakukan sharing dengan kabupaten lain mengenai 

  pengenaan pajak menara telekomunikasi ini. 

Pewawancara  : Baik pak mungkin cukup dari saya. Terimakasih atas 

  informasi dan waktunya pak. 

Narasumber  : Sama – sama mas. 
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Lampiran 11. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985
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Lampiran 12. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 
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Lampiran 13. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 
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Lampiran 14. PMK-349-431-PMK_03_2007 
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Lampiran 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 
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Lampiran 16. Peraturan Bupati Lumajang No 111 Tahun 2021 
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Lampiran 17. Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No 17/PJ.06/2003 
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